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RINGKASAN LAPORAN AKHIR 
 
 
 

Judul Laporan Akhir ini adalah "Analisis Sistem Tata Penyimpanan 

Kearsipan dalam Pengelolaan Dokumen di Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat". Adapun permasalahan dalam Laporan 

Akhir ini adalah sistem penyimpanan arsip yang belum terstruktur dengan baik, 

pencarian dokumen yang memerlukan waktu lama, minimnya sarana dan prasarana 

kearsipan, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam 

pengelolaan kearsipan. 

Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis sistem tata penyimpanan 

kearsipan yang diterapkan dalam pengelolaan dokumen di Dinas Kepemudaan 

Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengidentifikasi kendala- 

kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem kearsipan, serta merumuskan 

strategi peningkatan efektivitas pengelolaan kearsipan di instansi tersebut. 

Berdasarkan hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa sistem tata 

penyimpanan kearsipan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Barat masih menggunakan sistem konvensional berbasis kertas dengan 

kombinasi penyimpanan digital yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan beberapa 

kendala seperti kesulitan dalam penemuan kembali dokumen, kerusakan fisik arsip, 

dan inefisiensi penggunaan ruang dan waktu. Transisi menuju sistem kearsipan 

digital terintegrasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penulisan 

Pengelolaan Dokumen dan kearsipan yang efektif sangat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga berlaku bagi Dinas Kepemudaan, 

Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari 

pemerintah daerah dan memiliki peran strategis dalam pengembangan industri 

kepemudaan, olahraga, dan pariwisata di daerah tersebut. Seiring dengan 

meningkatnya volume dokumen yang dihasilkan dan diterima, volume kegiatan dan 

program kantor juga meningkat. Dokumen-dokumen tersebut meliputi berbagai 

jenis seperti surat, laporan, proposal, statistik, dokumentasi program, dan dokumen 

penting lainnya. 

Pengelolaan dan penyimpanan dokumen-dokumen tersebut secara efektif 

sangat penting untuk mencapai efektivitas operasional, membuat keputusan yang 

tepat, dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Namun demikian, terdapat 

indikasi bahwa sistem penyimpanan arsip di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan 

Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih memiliki beberapa 

permasalahan, ialah: sumber daya manusia kearsipan, sistem pengelolaan arsip 

elektonik, proses pengurusan surat, sistem penyimpanan surat dan arsip, sistem 

peminjaman arsip, efektivitas sistem penemuan arsip. Hal ini dapat terlihat dari 

sulitnya mencari dokumen yang dibutuhkan, risiko dokumen rusak atau hancur, 

serta penggunaan teknologi yang kurang efektif dalam pengelolaan dokumen. 
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Analisis terhadap sistem pengarsipan yang ada sangat penting untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem yang ada saat ini, serta mengusulkan 

perbaikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan dokumen, yang pada gilirannya akan membantu instansi mencapai 

tujuan dan sasarannya. Dengan konteks ini, diperlukan kajian yang komprehensif 

mengenai analisis sistem pengarsipan dalam pengelolaan dokumen di Dinas 

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis 

ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi inisiatif yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki sistem pengarsipan saat ini, yang akan membantu meningkatkan tata 

kelola instansi. 

Tantangan pengelolaan dokumen di era modern ini semakin kompleks, 

terutama bagi instansi pemerintah yang memiliki beragam jenis layanan seperti 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Warsito (2018) dalam Jurnal Administrasi Publik, 

sekitar 60% instansi pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam 

menerapkan sistem kearsipan yang terintegrasi dan efisien. Hal ini berdampak pada 

lambatnya proses pelayanan, kesulitan dalam pencarian dokumen, hingga risiko 

kehilangan informasi penting. 

Sedarmayanti (2019) dalam kajiannya tentang "Sistem Informasi 

Kearsipan" menekankan bahwa pengelolaan arsip yang baik akan memberikan 

kontribusi signifikan terhadap efektivitas organisasi. Instansi yang memiliki sistem 

kearsipan yang tertata dengan baik cenderung memiliki tingkat responsivitas yang 

lebih tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi sangat 
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relevan mengingat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki peran 

strategis dalam mengembangkan potensi daerah dan melayani kebutuhan 

masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. 

Provinsi Kalimantan Barat dengan kekayaan alam dan budayanya yang 

melimpah memerlukan pengelolaan dokumen yang profesional untuk mendukung 

program-program pembangunan daerah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik 

Kalimantan Barat (2023), sektor pariwisata berkontribusi sekitar 8,5% terhadap 

PDRB provinsi, sementara program kepemudaan dan olahraga terus mengalami 

peningkatan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menuntut sistem dokumentasi yang 

mampu mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara 

berkelanjutan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marlina dan Sutrisno (2020) 

dalam Jurnal Kearsipan Nasional menunjukkan bahwa instansi dengan sistem 

kearsipan yang terintegrasi mengalami peningkatan efisiensi kerja hingga 35% 

dibandingkan dengan sistem konvensional. Namun, implementasi sistem tersebut 

memerlukan analisis mendalam mengenai kondisi eksisting, kebutuhan organisasi, 

dan strategi pengembangan yang tepat. 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh instansi pemerintah dalam 

pengelolaan arsip, sebagaimana dikemukakan oleh Priansa (2017) dalam 

"Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional", meliputi 

ketidakkonsistenan dalam sistem klasifikasi, minimnya sumber daya manusia yang 

kompeten di bidang kearsipan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi 

informasi. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan 
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publik dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. 

 
Lebih lanjut, Basuki (2016) dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam 

Jurnal Perpustakaan dan Informasi menyatakan bahwa sistem kearsipan yang 

efektif harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan. 

Ketiga aspek ini menjadi krusial dalam konteks pelayanan publik yang harus 

transparan namun tetap menjaga kerahasiaan informasi tertentu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mengingat pentingnya peran sistem kearsipan dalam mendukung kinerja 

organisasi, maka diperlukan suatu kajian komprehensif untuk menganalisis kondisi 

sistem tata penyimpanan kearsipan yang ada saat ini di Dinas Kepemudaan 

Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Analisis ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan sistem yang 

ada, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen. 

 
 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan 
 
1.2.1 Tujuan Penulisan 

1. Mengkaji metode pengarsipan saat ini dalam pengelolaan dokumen di Dinas 

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan sistem pengarsipan saat ini. 
 

3. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan dokumen di kantor. 
 

4. Mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengarsipan 

terkait. 
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Membuat usulan untuk penyempurnaan dan peningkatan sistem 

pengarsipan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen di Dinas 

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. 

1.2.2 Manfaat Penulisan 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penulisan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

pengembangan ilmu kearsipan dan manajemen dokumen terutama di konteks 

instansi pemerintahan daerah. Melalui hasil penulisan ini, akademik lebih mengenal 

dan memahami literatur sistem tata penyimpanan kearsipan dalam lingkungan 

instansi pemerintahan provinsi. Hasil penulisan ini berpotensi untuk 

mengembangkan model atau kerangka teoretis tentang pengelolaan dokumen yang 

efektif dan efisien di lembaga pemerintah. Dengan penulisan ini, pembaca juga 

dapat mengetahui kesenjangan-kesenjangan teori kearsipan yang ada dengan 

prakteknya sehingga membantu dalam penulisan-penulisan berikutnya dalam 

manajemen kearsipan instansi pemerintahan. 

b. Manfaat Secara Praktik 
 

1) Bagi Penulis 
 

Penulisan laporan akhir ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

meningkatkan pemahaman akademis dalam sistem kearsipan dan pengelolaan 

dokumen. Keterampilan penelitian, analisis data dan pemecahan masalah yang 

didapat dalam proses penyusunan laporan ini sangat bermanfaat untuk penulis. 

Pengetahuan tentang praktik terbaik dari instansi pemerintah juga memberikan 

wawasan kepada penulis yang tidak diperoleh dari praktik pembelajaran analisis 
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kritis semata. Sementara itu, pada saat yang sama, penulis bisa berhubungan dengan 

praktisi sejawat di beberapa instansi pemerintah dan membangun jaringan 

profesional. Secara keseluruhan, penelitian ini meningkatkan prospek karir penulis 

di bidang manajemen kearsipan dan administrasi pemerintahan. 

2) Bagi Instansi 

Bagi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan 

Barat, penulisan ini memberikan evaluasi komprehensif tentang sistem kearsipan 

yang sedang berjalan. Melalui analisis yang mendalam, instansi dapat 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem penyimpanan dokumen yang ada 

saat ini. Penulisan laporan akhir ini memberikan rekomendasi praktis untuk 

perbaikan sistem kearsipan yang dapat diterapkan langsung oleh instansi. 

Implementasi rekomendasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi dalam 

pengelolaan dan penemuan kembali dokumen, yang pada akhirnya mendukung 

proses pengambilan keputusan yang lebih baik melalui akses dokumen yang lebih 

terorganisir. Selain itu, penulisan ini juga membantu instansi dalam mematuhi 

regulasi pemerintah tentang pengelolaan arsip negara. 

3) Bagi Universitas Tanjungpura 
 

Penulisan laporan akhir ini memperkuat hubungan kerjasama antara 

Universitas Tanjungpura dengan instansi pemerintah daerah, menunjukkan peran 

aktif universitas dalam memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat. 

Keberhasilan penulisan ini dapat meningkatkan reputasi universitas dalam 

menghasilkan penulisan yang bermanfaat dan aplikatif. Perpustakaan universitas 

juga mendapatkan manfaat dengan bertambahnya koleksi kajian ilmiah dalam 
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bidang kearsipan yang dapat digunakan sebagai bahan ajar dan contoh penulisan 

bagi mahasiswa lain. Lebih jauh lagi, penulisan laporan akhir ini dapat mendorong 

pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan 

kerja, sehingga menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia kerja. 

 
1.3 Tinjauan Pustaka 

 
1.3.1 Konsep Kearsipan 

 
A. Pengertian Arsip dan Kearsipan 

 
Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalaberbagai bentuk dan 

media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan perseorangan dalam 

rangka pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang- 

Undang Nomor 43 Tahun 2009). Menurut Barthos (2013), arsip adalah setiap 

catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan- 

keterangan mengenai sesuatu subyek atau peristiwa yang dibuat orang untuk 

membantu daya ingat orang tersebut. Menurut ANRI (1999.3) perbedaan 

pandangan tersebut disebabkan karena tidak ada batasan universal mengenai konsep 

arsip. Namun demikian terdapat beberapa literatur yang layak menjadi rujukan 

untuk memahami konsep arsıp tersebut. Read & Ginn, M. L. (2011:5) dalam 

bukunya berjudul Record Management mengutip definisi arsıp darı ARMA 

Internasional dan International Organization for Standardization (ISO) 15489. 

Menurut ARMA Internasional arsip adalah Informasi yang disimpan dalam bentuk 

dan karakteristik apapun, dibuat atau diterima oleh organisasi sebagai bukti 
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kegiatan serta memiliki nilai dalam jangka waktu tertentu. 

 
International Organization for Standardization (ISO) 15489 mendefinisikan 

arsip sebagai informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai bukti dan 

informasi bagi organisasi atau individu untuk kepentingan hukum maupun bisnis 

Definisi dari ARMA dan ISO memiliki kesamaan yaitu sebagai informasi yang 

dibuat atau diterima dan disimpan sebagai bukti. Akan tetapi, ARMA lebih 

menekankan pada organisasi, sedangkan definisi ISO mencakup organisasi yang 

individu. Definisi lain mengenai arsip dikemukakan oleh Quible (2005.475), yang 

menyebutkan arsip sebagai dokumen-dokumen yang berisi informasi dalam bentuk 

kertas maupun format elektronik yang digunakan untuk berbagai fungsi kegiatan. 

Selain itu, secara lebih simpel Diamond (1995:1) menyatakan "a record is any form 

of recorded information. Arsip merupakan berbagai bentuk informasi yang direkam. 

Beberapa pendapat-pendapat di atas, menggambarkan bahwa secara substansi arsip 

dapat dikatakan sebagai informasi yang terekam dalam berbagai bentuk. Rumusan 

definisi tersebut juga sesuai dengan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang 

merumuskan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan dalan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Arsip mempunyai peranan sebagai sumber informası dan sumber 

dokumentasi. Sebagai sumber informasi, maka arsip akan dapat membantu 

meningkatkan petugas yang lupa mengenai suatu masalah. 
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Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi 

untuk membuat atau mengambil keputusan secara tepat mengenai suatu masalah 

yang dihadapi (H.M. Nawawi Dg. Sibali 2010:1572). Setiap kaitan tersebut, baik 

dalam organisasi pemerintahan maupun swasta selalu ada kaitannya dengan 

masalah arsip 

Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi bagi 

pimpinan untuk membuat keputusan dan meremuskan kebijakan-kebijakan, oleh 

sebab itu untuk dapat menyajikan informasi yang lengkap, cepat dan benar haruslah 

ada system dan prosedur kerja yang baik dibidang kearsipan. Kenyataan bahwa 

bidang kearsipan belum mendapatkan perhatian yang wajar dalam jaringan 

informasi tersebut, maka dipandang perlu untuk segera memberikan petunjuk kerja 

yang praktis, bagaimana seharusnya arsip-arsip tersebut diterima dan dipergunakan 

kembali. 

Jenis-jenis arsip menurut Hendri Hariyadi (2009.43), dalam bukunya 

administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf terdapat 5 jenis arsip yaitu arsip 

menurut subjek bentuk, nilai sifat kepentingan, dan fungsinya di jelaskan sebagai 

berikut. 

a. Arsip menurut subjek 
 

Arsip ini adalah arsip keuangan, seperti laporan keuangan, bukti 

pembayaran, bukti pembelian, surat perintah membayar, dan daftar gaji, atau arsip 

kepegawaian, seperti data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, dan surat 

pengangkatan pegawai. 
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b. Arsip menurut bentuk 

 
Arsip dalam bentuk ini sangat banyak ragamnnya, seperti naskah perjanjian, 

akta pendirian perusahaan, notulen rapat, laporan-laporan, kuitansi, berita acara, 

bon penjualan, pita rekaman, mikro dan compact disk. 

c. Arsip menurut nilai 

Arsip ini adalah arsip yang memiliki nilai informasi, seperti pengumuman, 

pemberitahuan, dan undangan Juga arsip yang memiliki nilai kegunaan 

administrasi, seperti ketentuan-ketentuan organisasi, surat keputusan, prosedur 

kerja, dan uraian tugas pegawai. Selain itu arsip yang memiliki kegunaan hukum, 

seperti akta pemberian perusahaan, akta kelahiran, peraturan-peraturan, surat 

perjanjian, surat kuasa, kuitansi, berita acara, dan keputusan peradilan. 

d. Arsip menurut sifat kepentingan 
 

Arsip ini adalah arsip esensial seperti surat permohonan cuti, surat pesanan 

barang, dan surat permintaan. Juga arsip penting seperti surat keputusan daftar 

riwayat hidup, laporan keuangan, buku khas, dan daftar gaji. Selain itu ada juga 

arsip vital seperti akta pendirian perusahaan buku induk pegawai dan dokumen 

kepemilikan tanah. 

e. Arsip menurut fungsinya terbagi dua yaitu: 
 

Arsip dinamis (dokumen) adalah arsip yang dipergunakan secara langsung 

dalam pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang 

tidak dipergunakan untuk pelaksanaan kehidupan kebangsaan 
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Peralatan Arsip menurut Martono Mocdi (1992.35) adalah peralatan yang 

digunakan bentuk fisik arsip, serta kebutuhan untuk penemuan kembalinya. Dalam 

menentukan peralatan yang dipergunakan perlu diperhatikan beberapa hal 

sebagaimana berikut ini: 

a. Arsip harus dapat dengan mudah diambil dan ditempatkan kembali pada 

lokasinya. 

b. Peralatan harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran fisik arsip seperti 

peta, foto,surat, dan sebagainya. 

c. Peralatan yang dipergunakan juga harus memperhatikan sifat arsip yang 

disimpan sehingga keamanan informasinya terjamin, seperti untuk 

menyimpan arsip yang bernilai guna tinggi, arsip rahasia, sangat rahasia dan 

sebagainya. 

d. Peralatan yang dipergunakan juga memperhatikan pertumbuhan atau 

akumulasi yang tercipta, seperti SPJ dan sebagainya. 

 
 

Peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan dan menemukan arsip 

kembali arsip harus menunjang terlaksananya tujuan penataan arsip, yaitu dapat 

menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat. Peralatan dan 

perlengkapan untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dapat dilakukan 

dengan cara: 

1) Manual 
 

Menyimpan dan menemukan kembali arsip yang dilakukan dengan tangan 

tidak dibantu dengan tenaga listrik, contoh: Penggunaan map, penggunaan filling 
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cabinet, dan lainnya. 

 
2) Elektronis 

Menyimpan dan menemukan kembali arsip yang dibantu tenaga listrik, 

contoh: penggunaan komputer. Pengunaan mircrofilm, dan lain-lain. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 7/1971 pasal 3, tujuan kearsipan ialah untuk 

menjamin keselamtan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, 

pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan 

bahan pertanggungjawaban tersebut bagi pemerintah. Dan kemudian ditegaskan, 

bahwa setiap lembaga-lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah baik dipusat 

maupun Daerah wajib pula mengatur, menyimpan, memelihara dan menyelamatkan 

arsip "Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7/1971". Hadi Abubakar, (1991.77). Dalam 

melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan arsip terdapat beberapa syarat, yaitu: 

a. Ruangan Arsip 
 

b. Ruangan Penyimpanan arsip perlu terpisah dari ruangan kantor unit kerja 

lainnya. Dalam hal ini adalah dalam rangka perimbangan: 

1) Security 
 

a) Arsip sifatnya rahasia 
 

b) Mengurangi lalu lintas pegawai lainnya 
 

c) Menghindari pegawai lain memasuki ruangan arsip 
 

2) Efesiensi 
 

a) Pembagian ruangan kerja harus baik, sehingga efesiensi kerja akan 

timbul 
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b) Ruangan penyimpanan harus tahan air, api, terhindar serangan serangga 

 
c) Ideal sekali, ruangan simpan arsip tidak menggunakan jendela, tetapi 

ventilasi cukup, cahaya listrik. 

c. Mencegah kerusakan 

Bahwa memelihara dan mencegah kerusakan adalah lebih baik dari pada 

perbaikan Timbulnya serangga karena gedung arsip kurang penerangan. 

Jenisnya: 
 

1) Kutu buku (Bookworm) 
 

2) Kecoa 
 

3) Nooklice atau psocids 
 

4) Rayap 

5) Tikus 
 

d. Rotasi arsip 
 

Supaya arsip yang telah rusak, karena sudah terlalu tua, atau 

pemeliharaannya kurang baik. Sehingga dimakan oleh serangan atau dihinggapi 

jamur dan perlakukan tangan-tangan kasar, arsip tersebut sobek, maka perlu dirotasi 

atau diperbaiki supaya dapat digunakan kembali. 

e. Microfilm 
 

Teknik microfilm dalam kearsipan termasuk pula pemeliharaan dan 

pengamanan arsip, terutama arsip-arsip yang tidak direstorasi lagi, karena terlalu 

rapuh, maka arsip yang demikian dimikrofilm menurut Sedarmayanti (2015:137- 

138) bermacam-macam cara untuk mencegah rusaknya arsip, antara lain dengan 

cara: 
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1) Gunaan air conditioner, dalam ruangan penyimpanan, menyebabkan 

kelembaban dan kebersihan udara dapat diatur dengan baik. 

2) Funigasi, yaitu menyemprotkan bahan kimia untuk mencegah/membasmi 

serangga atau bakteri. 

3) Restorasi Arsip, yaitu memperbaiki arsip-arsip yang rusak, sehingga 

dapat digunakan dan disimpan untuk waktu yang lebih lama lagi. 

4) Mikromfilm adalah suatu proses fotografi, dimana arsip direkam pada 

film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan 

penggunaan. 

 
Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip 

(Sedarmayanti, 2015). Kearsipan merupakan proses pengaturan dan penyimpanan 

rekaman asli (arsip) secara sistematis sehingga dapat ditemukan kembali dengan 

cepat dan tepat ketika diperlukan (Sugiarto & Wahyono, 2015). Dengan demikian, 

kearsipan menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas 

administrasi suatu organisasi. 

Kearsipan mempunyai peranan sebagai "pusat jaringan", "sebagai sumber 

informasi" dan "sebagai alat pengawasan" yang sangat diperlukan dalam setiap 

organisasi dalam rangka kegiatan "perencanaan", pembuatan laporan, 

pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya Basir Barthos 

(2009,2). Sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu meningkatkan 

dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai sesuatu 

masalah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip adalah sebagai: 
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(a) alat utama ingatan organisasi (b) bahan atau alat pembuktian bukti otentik (c) 

bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan (d) barometer kegiatan suatu 

organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip (c) bahan 

informasi kegiatan ilmiah lainnya. 

Berdasarkan pengamatan penulis dari hal tersebut maka sudah terlihat 

bahwa arti pentingnya kearsipan mempunyai jangkauan yang sangat luas, yaitu baik 

sebagai alat untuk membantu daya ingatan manusia, maupun dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah maupun swasta dan pelaksanaan 

kehidupan kebangsaan. Setiap arsip bisa beragam, tidak hanya berupa lembaran 

kertas dan tulisan seperti yang kerap dianggap oleh kebanyakan orang tetapi di 

sebagian kantor, arsip juga berupa surat atau dokumen berbentuk lembaran kertas. 

Saat ini, bentuk arsip tidak hanya lembaran data yang diampuk dalam satu tempat 

menjadi satu (arsip konvensional), tetapi sudah berkembang dalam bentuk softcopy 

(disimpan dalam CD, video, kaset, atau flashdisk). Arsip yang seperti ini disebut 

arsip elektronik. 

 
B. Fungsi dan Tujuan Kearsipan 

 
Fungsi arsip menurut Wursanto (2011) dibagi menjadi dua yaitu: 

 
1. Fungsi dinamis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya. 

2. Fungsi statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 

perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. 



16  

 
Tujuan kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah 

untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin 

terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, dan menjamin perlindungan 

kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, Gie (2012) menyatakan bahwa 

tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban 

nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan 

serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan 

pemerintah. 

 
1.3.2 Sistem Tata Penyimpanan Arsip 

 
A. Pengertian Sistem Penyimpanan Arsip 

Sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang digunakan dalam 

penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan 

penemuan dokumen yang telah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila 

diperlukan (Amsyah, 2011). Menurut Sugiarto & Wahyono (2015), sistem 

penyimpanan arsip adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan warkat agar 

dengan cara yang sistematis sehingga warkat tersebut dapat ditemukan kembali 

dengan cepat dan tepat. 

 
B. Jenis-jenis Sistem Penyimpanan Arsip 

 
Menurut Amsyah (2011), terdapat lima sistem penyimpanan arsip yang 

dapat diterapkan, yaitu: 
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1. Sistem Abjad (Alphabetical Filing System) 

 
Sistem penyimpanan arsip berdasarkan urutan abjad dari nama-nama 

orang/organisasi utama yang berfungsi sebagai judul atau kata tangkap. Sistem ini 

cocok diterapkan pada organisasi kecil yang berkas-berkasnya berasal dari nama- 

nama individu atau organisasi. 

2. Sistem Subjek (Subject Filing System) 
 

Sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal isi dari dokumen. Untuk 

menerapkan sistem ini, perlu ditentukan terlebih dahulu masalah-masalah yang 

umumnya dipermasalahkan dalam surat yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. 

3. Sistem Nomor (Numerical Filing System) 
 

Sistem penyimpanan arsip berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari 

nama orang atau badan, yang disusun menurut nomor urut dalam buku arsip. Sistem 

ini cocok diterapkan pada organisasi yang berkas-berkasnya lebih banyak 

diidentifikasikan dengan nomor dibanding dengan nama. 

4. Sistem Geografis/Wilayah (Geographical Filing System) 
 

Sistem penyimpanan arsip berdasarkan tata letak wilayah atau daerah. 

Warkat-warkat dikelompokkan menurut wilayah atau daerah yang menjadi alamat 

surat. 

5. Sistem Kronologis (Chronological Filing System) 
 

Sistem penyimpanan arsip berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun. 
 

Tanggal pada penyimpanan sistem ini dijadikan sebagai kode surat. 
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C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Sistem Penyimpanan 

Pemilihan sistem penyimpanan arsip menurut Martono (2014) dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Sifat arsip (kerahasiaan arsip) 

2. Sentralisasi dan desentralisasi pengelolaan arsip 

3. Besar kecilnya organisasi dan aktivitasnya 
 

4. Frekuensi penggunaan arsip 
 

5. Jenis arsip yang akan disimpan 
 

6. Peralatan yang tersedia 
 
 

1.3.3 Pengelolaan Dokumen 
 

A. Pengertian Pengelolaan Dokumen 
 

Pengelolaan dokumen menurut Sugiarto & Wahyono (2015) adalah suatu 

kegiatan pembuatan, penerimaan, penyimpanan, dan penemuan kembali dokumen 

yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi. Pengelolaan 

dokumen yang efektif merupakan faktor penting dalam kelangsungan kegiatan 

organisasi. 

Lembaga atau instansi dalam pelaksanaan kegiatan administrasi sehari-hari 

tidak lepas dari proses pengelolaan dokumen, karena pada dasarnya pengelolaan 

dokumen baik arsip, dokumen maupun pustaka merupakan salah satu faktor dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan administrasi dalam organisasi. 

Dokumen dokumen yang masih memiliki nilai guna serta dijadikan bahan bukti 

tersebut memiliki kegunaan sebagai informasi dan ingatan organisasi, maka 
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layaknya bila disebut dengan arsip, sehingga arsip sering disebut dokumen tertulis 

yang mempunyai nilai historis, disimpan dan diplihara di tempat khusus untuk 

referensi. 

Tujuan pengelolaan dokumen yaitu agar seluruh potensi potensi yang ada 

seperti sumber daya manusia, sarana, dan prasarana didalam suatu organisasi dapat 

dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat terhindar darı kesalahan dan 8 

pemborosan waktu, tenaga maupun materi guna mencapai tujuan tertentu. Tanpa 

adanya suatu pengelolaan dokumen maka seluruh usaha untuk mencapai suatu 

tujuan akan lebih sulit dalam mencapai tujuan. Berdasakan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 mengenai kearsipan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, Yaitu : 

a. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip Arsip adalah 

rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai 

dengan perkembangan teknologi imfomasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, berbangsa, dan 

bernegara. 

b. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 

pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

c. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar 

bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan 

tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

d. Arsip aktif adalah arsıp yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus 

menerus. 
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e. Arsip inaktif adalah arsip yang rekuensi penggunaannya telah menurun. 

 
f. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 

nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan bertentangan 

dipermancakan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh Arsip nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 

kearsipan. 

g. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 

kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, 

keamanan dan keselamatannya. 

h. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. 
 
 

Demikian lengkap UU No. 43 Tahun 2009 ini mewadahi pengertian arsip 

dan kearsipan. Tinggal bagaimana penerapannya dalam pengelolaan arsıp bagi 

kehidupan kebangsaan organisasi, perusahaan dan perkantoran sehingga pada 

akhirnya dapat terwujud dunia kearsipan tanah air yang terkelola secara optimal, 

efektif dan efisien. 

Secara umum nilai kegunaan suatu arsip dilakukan oleh The liang Gie 

(2009,117) menyatakan bahwa arsip atau warkat mempunyai enam (6) nilai 

kegunaan yang disingkat dengan istilah "ALFRED" yaitu: 

A : Administrasi Value (nilai administrasi) 

L : Legal Value (nilai hukum) 

F : Fiscal Value (nilai Keuangan) 
 

R : Research Value (nilai penelitian)
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E : Education Value (nilai pendidikan) 

 
D : Documentary Value (nilai dokumentasi) 

 
Senada dengan pendapat yang dikemukakan Milton Reitzfeld dikutip oleh 

The Liang Gie (2009,117) ada 7 nilai dari suatu warkat terutama untuk keperluan 

menentukan jangka waktu penyimpanan, yaitu 

a. Value for administrative use (nilai-nilai kegunaan administrasi) 
 

b. Value for legal use (nilai-nilai kegunaan hukum) 
 

c. Value for fiscal use (nilai-nilai untuk kegunaan keungan) 
 

d. Value for policy use (nilai-nilai untuk kegunaan haluan organisasi) 
 

e. Value for operating use (nilai-nilai untuk kegunaan pelaksanaan kegiatan 

organisasi) 

f. Value for historical use (nilai-nilai untuk kegunaan sejarah) 
 

g. Value for research use (nilai-nilai untuk kegunaan penelitian) 
 
 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu warkat dapat 

hanya mempunyai suatu nilai guna saja atau dapat juga mengandung semua nilai 

guna dan tidak semua warkat mempunyai kegunaan yang abadi. Sebagian besar 

warkat akan berakhir kegunaannya setelah suatu jangka waktu tertentu 

 
B. Tahapan Pengelolaan Dokumen 

 
Tahapan pengelolaan dokumen menurut Sukoco (2012) meliputi:
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1. Penciptaan Dokumen 

 
Tahap awal dalam pengelolaan dokumen yang berupa pembuatan dokumen 

baik dari dalam maupun dari luar organisasi. 

2. Penggunaan Dokumen 

Tahap di mana dokumen digunakan untuk proses pekerjaan, pengambilan 

keputusan, atau referensi. 

3. Penyimpanan Dokumen 
 

Tahap menyimpan dokumen dengan sistem tertentu agar dokumen dapat 

ditemukan kembali secara cepat saat dibutuhkan. 

4. Pemeliharaan Dokumen 
 

Tahap di mana dokumen dijaga dan dipelihara agar tidak rusak dan 

informasi yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara. 

5. Penyusutan Dokumen 
 

Tahap pengurangan dokumen dengan cara pemindahan, penyerahan ke 

arsip, atau pemusnahan dokumen. 

 
C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Dokumen 

 
Adapun prinsip-prinsip pengelolaan dokumen menurut Sedarmayanti 

(2015) yaitu: 

1. Pengelolaan dokumen sedikit mungkin 
 

2. Pengelolaan dokumen yang benar-benar bermakna atau berguna 
 

3. Pengelolaan dokumen secara hemat dan sederhana 
 

4. Pengelolaan dokumen yang mudah, cepat, dan tepat dalam penemuan 
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kembali. 

 
1.3.4 Pengelolaan Dokumen di Instansi Pemerintah 

A. Regulasi Pengelolaan Dokumen Pemerintah 

Pengelolaan dokumen di instansi pemerintah diatur dalam beberapa 

peraturan, di antaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjadi 

landasan hukum utama bagi penyelenggaraan kearsipan nasional di Indonesia. 

Hadir sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1971, undang-undang ini lahir untuk 

menjawab kebutuhan sistem kearsipan modern yang sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Dalam regulasi ini, pemerintah menetapkan bahwa penyelenggaraan 

kearsipan nasional bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan 

terpercaya sebagai alat bukti yang sah serta memori kolektif bangsa. Undang- 

undang ini mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kearsipan mulai dari 

penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip yang berlaku bagi 

seluruh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. 

UU ini menetapkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai 

lembaga kearsipan nasional yang berfungsi sebagai pembina kearsipan nasional. 

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembentukan lembaga kearsipan di 

tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota serta unit kearsipan pada 

setiap pencipta arsip. Hal ini menjamin terbangunnya sistem kearsipan yang 
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terstruktur dan berjenjang di seluruh Indonesia. 

 
Aspek penting lainnya yang diatur dalam UU No. 43/2009 adalah 

perlindungan terhadap arsip yang memiliki nilai guna tinggi bagi negara. Undang- 

undang ini mengatur penyelamatan dan pelestarian arsip terkait peristiwa penting 

bagi bangsa dan negara seperti pergantian pimpinan negara, perubahan kebijakan 

pemerintahan, dan peristiwa-peristiwa kenegaraan lainnya. Untuk memastikan 

perlindungan tersebut, UU ini menetapkan sanksi administratif dan pidana yang 

tegas bagi perusakan atau perdagangan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
 

Sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 43/2009, Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2012 hadir untuk memberikan petunjuk teknis dan detail 

operasional dalam penyelenggaraan kearsipan. PP ini terdiri dari 19 bab dan 225 

pasal yang mengatur secara rinci berbagai aspek kearsipan, mulai dari kebijakan 

hingga teknis pengelolaan arsip. 

Peraturan ini menjabarkan secara detail mengenai pengelolaan arsip dinamis 

yang mencakup tahapan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan 

arsip. Dalam hal pengelolaan arsip statis, PP ini mengatur prosedur akuisisi, 

pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis yang menjadi tanggung jawab 

lembaga kearsipan. Hal ini memastikan bahwa arsip yang memiliki nilai guna sejarah 

dapat dikelola dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat. 

PP No. 28/2012 juga mengatur pembentukan Sistem Informasi Kearsipan 

Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai sarana 

pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi. Integrasi teknologi ini menjawab 
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tantangan pengelolaan arsip di era digital dan memudahkan akses masyarakat 

terhadap informasi arsip yang dibutuhkan. 

Selain itu, peraturan ini juga mengatur sumber daya kearsipan meliputi 

organisasi, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendanaan. Aspek 

pengawasan kearsipan juga diatur secara berjenjang untuk memastikan 

penyelenggaraan kearsipan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Semua ketentuan dalam PP ini kemudian disempurnakan melalui PP No. 88/2021 

yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendukung 

kemudahan berusaha dan integrasi sistem kearsipan dengan perizinan usaha. 

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Melengkapi kerangka regulasi kearsipan nasional, Peraturan Kepala ANRI 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas mengatur standardisasi 

format dan pengelolaan naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah. Regulasi 

ini bertujuan menciptakan keseragaman dan efisiensi dalam administrasi 

pemerintahan melalui standardisasi tata naskah dinas yang merupakan salah satu 

jenis arsip yang paling banyak diciptakan dalam kegiatan pemerintahan. 
 

Peraturan ini mengatur berbagai jenis dan format naskah dinas seperti 

peraturan, keputusan, instruksi, prosedur tetap, surat edaran, surat perintah, nota 

dinas, memo, surat dinas, dan surat undangan. Selain itu, diatur pula naskah dinas 

khusus seperti piagam, sertifikat, dan perjanjian kerja sama. Standardisasi ini 

mencakup penggunaan lambang negara dan logo instansi, penggunaan stempel 

dinas, sistem penomoran, hingga kewenangan penandatanganan naskah dinas. 
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Perka ANRI No. 2/2014 juga mengatur proses pengurusan naskah dinas 

mulai dari penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, hingga 

pengendalian dan penandatanganan. Aspek pengamanan naskah dinas juga menjadi 

perhatian dengan mengatur tingkat keamanan, kewenangan penandatanganan, dan 

pendistribusian naskah dinas. Semua ini bertujuan untuk memastikan otentisitas dan 

validitas naskah dinas sebagai dokumen resmi pemerintah. 

Dengan adanya standardisasi tata naskah dinas, proses pemberkasan dan 

pengarsipan dokumen pemerintah menjadi lebih mudah karena arsip yang tercipta 

memiliki struktur dan format yang konsisten. Hal ini juga mendukung implementasi 

Peraturan ANRI No. 9/2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis yang 

mengatur aspek pemberkasan, penyimpanan, alih media, dan perlindungan arsip 

dinamis. 

Rangkaian regulasi kearsipan yang komprehensif ini, mulai dari UU No. 

43/2009, PP No. 28/2012, Perka ANRI No. 2/2014, dan berbagai peraturan ANRI 

lainnya, telah membentuk kerangka hukum yang solid untuk pengelolaan arsip di 

Indonesia. Kerangka regulasi ini dirancang untuk menjamin pengelolaan arsip yang 

baik dan sesuai standar, mulai dari penciptaan hingga penyusutan atau penyerahan 

ke lembaga kearsipan. Dengan demikian, arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja 

dan memori kolektif bangsa dapat terjaga dengan baik untuk kepentingan generasi 

saat ini dan masa depan. 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kearsipan 

Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan dari PP No. 28 Tahun 

2012 yang mengatur pelaksanaan undang-undang kearsipan dengan menyesuaikan 

pada Undang-Undang Cipta Kerja. PP ini mengatur berbagai aspek pengelolaan 

dokumen pemerintah termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pengelolaan arsip, dan standarisasi pengelolaan arsip di instansi 

pemerintah. Regulasi ini juga menekankan pentingnya integrasi sistem kearsipan 

dengan perizinan berusaha dan investasi untuk mendukung kemudahan berusaha. 

PP ini memuat ketentuan khusus tentang kewajiban pencipta arsip untuk 

melakukan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip vital, program arsip 

terjaga, dan pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip untuk 

menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. 

5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis 

Peraturan ini secara komprehensif mengatur tata cara pengelolaan arsip 

dinamis di lingkungan instansi pemerintah, meliputi penciptaan, penggunaan, 

pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Regulasi ini memberikan panduan detail 

tentang prosedur pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, 

penyusutan, dan alih media arsip dinamis. 

ANRI No. 4/2019 juga mengatur mekanisme perlindungan dan 

penyelamatan arsip, khususnya arsip yang mengandung hak keperdataan rakyat, 

arsip yang mengandung hak-hak keperdataan nasional, dan arsip vital negara. 
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Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk memiliki Klasifikasi 

Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

sebagai instrumen utama dalam pengelolaan arsip dinamis. 

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik 

Regulasi ini mengatur tentang pedoman dan tata cara autentikasi arsip 

elektronik yang semakin banyak digunakan dalam administrasi pemerintahan. 

Peraturan ini dirancang untuk memastikan keabsahan arsip elektronik sebagai alat 

bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

ANRI No. 5/2019 memuat standar dan prosedur untuk validasi keaslian 

arsip elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, penerapan sertifikat 

elektronik, penggunaan stempel elektronik, dan mekanisme verifikasi arsip 

elektronik. Peraturan ini juga mengatur tata cara konversi dokumen dari analog ke 

digital dengan tetap menjaga nilai hukum dan informasinya, serta menetapkan 

persyaratan sistem elektronik yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik 

agar dapat menjamin autentisitas, ketersediaan, dan keutuhan arsip. 

7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Arsip Statis 

Peraturan ini fokus pada pengelolaan arsip statis yang memiliki nilai guna 

kesejarahan. Regulasi ini mengatur mulai dari proses akuisisi, pengolahan, 

preservasi, akses, hingga layanan arsip statis. ANRI No. 6/2021 mewajibkan 

instansi pemerintah untuk menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna sekunder 

kepada lembaga kearsipan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip. 
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Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur penilaian arsip, kriteria arsip 

yang wajib diserahkan ke lembaga kearsipan, pembuatan daftar arsip statis, proses 

serah terima arsip statis, dan tata cara preservasi arsip termasuk alih media untuk 

kepentingan pelindungan dan penyelamatan arsip. Selain itu, regulasi ini juga 

mengatur tentang akses dan layanan arsip statis kepada publik dengan 

memperhatikan prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi. 

8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengawasan Kearsipan 

Peraturan ini mengatur tentang sistem pengawasan kearsipan di lingkungan 

instansi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang- 

undangan di bidang kearsipan. ANRI No. 7/2019 mencakup pengawasan atas 

penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan di bidang kearsipan. 

Regulasi ini mengatur mekanisme audit kearsipan internal yang wajib 

dilakukan oleh setiap pencipta arsip, dan audit kearsipan eksternal yang dilakukan 

oleh lembaga kearsipan. Peraturan ini juga menetapkan standar kompetensi auditor 

kearsipan, prosedur pelaksanaan audit, penyusunan program kerja pengawasan 

kearsipan tahunan, dan pelaporan hasil pengawasan. Melalui pengawasan kearsipan 

yang efektif, diharapkan pengelolaan dokumen di instansi pemerintah dapat 

berjalan sesuai dengan kaidah kearsipan yang benar. 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Standar Deskripsi Arsip Statis 

Peraturan ini mengatur standar deskripsi arsip statis yang bertujuan untuk 

memudahkan penemuan kembali arsip dan pertukaran informasi antar lembaga 
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kearsipan. ANRI No. 14/2018 menetapkan format dan struktur deskripsi arsip statis 

yang meliputi informasi konteks, konten, struktur, dan kondisi arsip. 

Regulasi ini menerapkan standar internasional dalam deskripsi arsip seperti 

ISAD(G) (International Standard Archival Description-General) dan ISAAR(CPF) 

(International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons 

and Families). Peraturan ini juga mengatur tentang hierarki deskripsi dari tingkat 

fonds hingga item, penggunaan metadata terstruktur, pembuatan indeks dan 

thesaurus, serta penggunaan aplikasi deskripsi arsip statis secara elektronik. 

Standarisasi ini penting untuk memastikan konsistensi dalam pengelolaan arsip 

statis dan memudahkan integrasi informasi arsip dalam sistem temu kembali. 

10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis 

Peraturan ini secara khusus mengatur tentang pemeliharaan arsip dinamis di 

instansi pemerintah yang meliputi aspek pemberkasan, penyimpanan, alih media, 

dan perlindungan arsip. ANRI No. 9/2018 memberikan panduan teknis tentang cara 

pemeliharaan arsip berbagai media, termasuk arsip konvensional, arsip elektronik, 

arsip audio visual, dan arsip bentuk khusus lainnya. 

Regulasi ini menetapkan standar sarana prasarana pemeliharaan arsip 

seperti peralatan kearsipan, ruang penyimpanan, dan sistem pengamanan. Peraturan 

ini juga mengatur tentang pemeliharaan arsip vital yang memiliki peran penting 

bagi kelangsungan operasional instansi, termasuk program arsip vital, identifikasi, 

perlindungan dan pengamanan, serta penyelamatan dan pemulihan arsip vital pasca 

bencana. Pedoman ini penting untuk memastikan arsip dinamis tetap tersedia, 
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terakses, dan terpelihara selama jangka waktu sesuai dengan nilai gunanya 

 
 

B. Karakteristik Pengelolaan Dokumen di Instansi Pemerintah 

Menurut Basuki (2013), pengelolaan dokumen di instansi pemerintah 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Bersifat terpusat dan hirarkis 
 

2. Mengikuti standar nasional kearsipan 
 

3. Memiliki klasifikasi keamanan dan akses arsip 
 

4. Terdapat prosedur baku dalam penyimpanan dan penemuan kembali 
 

5. Memiliki jadwal retensi arsip 
 
 

C. Tantangan Pengelolaan Dokumen di Instansi Pemerintah 
 

Basuki (2013) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengelolaan 

dokumen di instansi pemerintah, yaitu: 

1. Volume dokumen yang besar 
 

2. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten 
 

3. Infrastruktur yang belum memadai 
 

4. Budaya organisasi yang belum mendukung 
 

5. Transformasi digital dalam pengelolaan dokumen. 
 
 

1.4 Metode Penulisan 
 

1.4.1 Teknik dan Alat Pengumpul Data 
 

a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti
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mengenai sistem tata penyimpanan arsip pada Dinas Kepemudaan Olahraga 

dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, dengan didukung oleh alat 

pengumpul, yaitu berupa daftar pemeriksaan yang dipersiapkan sebelumnya 

dan digunakan pada saat melakukan pengamatan di lapangan. 

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab pegawai Dinas Kepemudaan 

Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dengan menyiapkan 

instrumen penulisan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang lebih 

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- 

idenya, dengan didukung oleh alat Panduan wawancara, yaitu suatu daftar 

pertanyaan yang memuat garis-garis besar pertanyaan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

c. Studi dokumentasi, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data atau 

informasi dengan cara membaca catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik 

dalam bentuk tulisan, gambar, surat-surat maupun tulisan lain, dengan 

didukung oleh alat berupa kamera, tape recorder, foto copy dan lain-lain. 

 
1.4.2 Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara kualitatif dengan 

melalui proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Pengolahan data menurut Arikunto (2016:88), yaitu dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 
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serta membuat kesimpulan. 
 
 

Kemudian tahap pengolahan data atau analisis data menurut Moleong 

(2010:103) dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan dan 

transpormasi data kasar yang terdapat pada catatan-catatan di lapangan 

b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun sekumpulan informasi dalam 

bentuk narasi secara sistimatis yang berkisar pada tema-tema tertentu 

berkaitan dengan topik penulisan 

c. Interpretasi data, yaitu meliputi proses pembuatan kesimpulan dan 

penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan 

dalam penulisan. 


